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bahwa pemenuhan standar kompetensi aparatur belum
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diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
Selain itu, perencanaan jumlah SDM yang matang dan
penambahan fasilitas penunjang menjadi prioritas untuk
memastikan kelancaran tugas. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa upaya sistematis diperlukan dalam peningkatan
kompetensi, jumlah SDM, dan kualitas fasilitas untuk
mendukung kinerja protokoler yang lebih optimal, sejalan
dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun
2019.

PENDAHULUAN

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sangihe
memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan
daerah, terutama dalam aspek keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi.
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sangihe Nomor 33 Tahun 2019, bagian ini
berperan memastikan semua agenda dan kegiatan resmi pemerintah daerah terlaksana
dengan baik. Tugasnya meliputi penyusunan jadwal, penyiapan acara, dan pengelolaan
hubungan antara pemerintah daerah dengan pihak eksternal. Dalam menjalankan peran ini,
protokol harus memastikan bahwa susunan acara dan kehadiran pejabat, terutama kepala
daerah, sesuai dengan tata aturan dan mampu mencerminkan wibawa pemerintah daerah.

Salah satu fokus utama Bagian Protokol adalah pengaturan jadwal kegiatan kepala
daerah yang sangat padat, baik di dalam maupun di luar kantor. Kegiatan di dalam kantor,
seperti menerima tamu atau menyelesaikan laporan, serta kegiatan di luar kantor, seperti
kunjungan kerja atau peresmian, membutuhkan koordinasi yang baik agar berjalan lancar.
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Ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan acara sering kali menjadi kendala yang harus
diatasi. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat, sehingga
beberapa agenda tidak dapat dihadiri langsung oleh kepala daerah dan harus didelegasikan
kepada wakilnya atau staf lainnya.

Koordinasi yang efektif menjadi kunci utama dalam pelaksanaan tugas Bagian
Protokol. Staf protokoler perlu memiliki kemampuan untuk mengantisipasi potensi
hambatan, seperti perubahan jadwal mendadak atau konflik kepentingan dalam pengaturan
agenda. Keterampilan ini tidak hanya penting untuk memastikan keberlangsungan acara,
tetapi juga untuk meminimalkan dampak negatif pada citra kepala daerah dan pemerintah
daerah secara keseluruhan. Selain itu, protokol juga bertanggung jawab untuk menjaga tata
acara agar sesuai dengan tujuan dan harapan dari setiap kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, bagian ini juga bertugas sebagai penghubung strategis antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, lembaga lain, atau mitra internasional. Hal ini
mencakup tata penyambutan pejabat, penyelenggaraan upacara resmi, hingga pengaturan
akomodasi tamu. Bagian Protokol harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam
acara memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar protokol, sekaligus menjaga
hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan pihak eksternal.

Kinerja protokol yang belum optimal sering kali disebabkan oleh kurangnya
kompetensi staf dalam mengelola jadwal dan berkomunikasi secara efektif. Selain itu, tidak
adanya sistem informasi yang terintegrasi untuk mempermudah koordinasi lintas sektor
juga menjadi tantangan utama. Bagian Protokol perlu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas, terutama dalam menghadapi
situasi yang membutuhkan fleksibilitas dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Selain pengelolaan jadwal, Bagian Protokol juga memiliki tugas pembinaan dan
pengendalian dalam pelaksanaan upacara, penerimaan tamu, dan perjalanan dinas kepala
daerah. Fungsi ini tidak hanya memastikan kelancaran acara, tetapi juga menjaga citra
pemerintah daerah sebagai institusi yang profesional. Dengan memperhatikan seluruh aspek
tersebut, Bagian Protokol diharapkan mampu menjalankan perannya dengan lebih efektif,
meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi jangka Panjang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam peran Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sangihe dalam
melaksanakan tugas-tugas keprotokolan, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi, serta
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan peran tersebut.
Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hambatan-hambatan
yang dihadapi serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja bagian
protokoler, sehingga mampu mendukung kelancaran agenda dan kegiatan kepala daerah
secara optimal.

LANDASAN TEORI
Konsep Organisasi

Organisasi dapat dipahami sebagai sebuah wadah di mana sekelompok orang bekerja
sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam organisasi, terdapat
pembagian tugas dan koordinasi antarindividu yang dilakukan untuk menciptakan efisiensi
dalam mencapai tujuan bersama. Organisasi juga dapat dilihat sebagai sebuah sistem yang
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terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait, di mana proses dan struktur memainkan
peran penting dalam keberhasilannya. Dengan kata lain, organisasi bukan hanya sekadar
kumpulan orang, tetapi juga merupakan mekanisme kerja yang dirancang untuk mencapai
efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Teori klasik menekankan pada struktur hierarkis dan efisiensi kerja. Contohnya, teori
birokrasi menyoroti pentingnya aturan formal dan hierarki, sedangkan teori manajemen
ilmiah fokus pada standarisasi proses kerja untuk meningkatkan produktivitas. Teori
hubungan manusia dalam era neo-klasik mengalihkan perhatian pada faktor manusia,
seperti motivasi dan komunikasi dalam organisasi. Teori modern, seperti teori sistem,
melihat organisasi sebagai entitas terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk
bertahan hidup. Selain itu, teori kontingensi menunjukkan bahwa desain dan struktur
organisasi harus fleksibel sesuai dengan konteks, seperti teknologi dan lingkungan.

Dalam perkembangan lebih lanjut, teori pasca-modern seperti teori institusional
menyoroti bagaimana norma dan nilai eksternal memengaruhi perilaku organisasi. New
Public Management (NPM) membawa perspektif baru dengan mengadopsi prinsip-prinsip
sektor swasta, seperti efisiensi dan akuntabilitas, ke dalam organisasi publik. Teori-teori
lainnya, seperti teori ekonomi politik dan teori kepentingan publik, berfokus pada interaksi
antara institusi, aturan, dan aktor dalam menentukan kebijakan dan hasil organisasi.
Pendekatan-pendekatan ini memberikan pandangan yang lebih dinamis tentang bagaimana
organisasi publik beradaptasi dan merespons kebutuhan masyarakat.

Manajemen Publik

Manajemen publik merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang tersedia untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien. Dalam konteks organisasi sektor
publik, manajemen publik mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
pengendalian, serta koordinasi berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan pelayanan.
Pendekatan ini tidak hanya melibatkan aspek administratif, tetapi juga melibatkan
pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan informasi. Manajemen publik
menekankan pentingnya fungsi strategis seperti perumusan strategi, perencanaan, dan
pelaksanaan program untuk memastikan visi dan misi organisasi tercapai dalam jangka
Panjang.

Manajemen pelayanan publik bertujuan untuk menyediakan barang, jasa, dan layanan
administratif kepada masyarakat dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Proses ini
melibatkan pengembangan rencana, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi kegiatan
pelayanan publik yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan
transparan. Pelayanan publik juga mencakup aspek perencanaan strategis dan operasional
yang mengintegrasikan fungsi administratif dengan pemanfaatan sumber daya manusia,
keuangan, dan teknologi. Dalam pendekatan New Public Management (NPM), prinsip-prinsip
sektor swasta diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas di sektor public.

Prinsip manajemen publik berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan
menjunjung tinggi kejelasan waktu, akurasi, keamanan, dan tanggung jawab. Kelengkapan
sarana prasarana, kemudahan akses, serta kedisiplinan dan keramahan dalam memberikan
pelayanan menjadi elemen penting dalam menciptakan pengalaman pelayanan yang baik.
Selain itu, kenyamanan dalam lingkungan pelayanan, termasuk fasilitas pendukung yang
memadai, turut mendukung keberhasilan layanan publik. Kesederhanaan prosedur
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pelayanan yang tidak berbelit-belit juga menjadi prinsip utama untuk memastikan layanan
dapat diterima dan diakses dengan mudah oleh masyarakat. Semua prinsip ini dirancang
untuk mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Konsep Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan kepada khalayak luas, baik
secara langsung maupun melalui berbagai media. Pesan yang disampaikan dapat berupa
informasi, ajakan, ide, atau gagasan, dengan menggunakan sarana seperti media massa,
pidato, jejaring sosial, email, spanduk, dan berbagai platform lainnya yang menjangkau
masyarakat secara luas. Komunikasi publik sering kali disamakan dengan komunikasi massa,
tetapi cakupannya lebih luas, karena melibatkan berbagai cara penyampaian pesan,
termasuk public speaking dan kampanye informasi. Dalam komunikasi publik, pembicara
bertanggung jawab penuh atas pesan yang disampaikan kepada audiens, dengan tujuan
untuk memengaruhi perilaku atau pemahaman khalayak. Jenis komunikasi ini memerlukan
kemampuan lisan dan tertulis yang efektif untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan
efisien.

Komunikasi publik memiliki ciri khas seperti keterlibatan banyak penerima pesan,
bahasa yang umum, serta minimnya interaksi langsung antara pembicara dan audiens.
Komunikasi ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan, politik, dan
profesional, serta sering kali melibatkan strategi kampanye untuk mencapai tujuan tertentu.
Berbagai teori dan konsep seperti kerangka kerja social marketing dan Communication-
Persuasion Matrix digunakan untuk merancang kampanye komunikasi publik yang strategis.
Pendekatan ini memastikan pesan disampaikan secara konsisten, formal, dan berorientasi
pada tujuan, dengan fokus pada pengaruh yang dapat diukur terhadap perilaku dan
pemahaman khalayak.

Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan seseorang dalam organisasi atau
masyarakat, mencakup perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi atau tanggung
jawabnya. Peran ini sering kali melibatkan norma-norma dan aturan yang membimbing
individu dalam melaksanakan tugasnya. Dalam konteks organisasi, peran dapat mencakup
berbagai dimensi, seperti hubungan interpersonal (figurehead, leader, liaison), pengelolaan
informasi (monitor, disseminator, spokesperson), serta pengambilan keputusan
(entrepreneur, resource allocator, negotiator). Peran ini tidak hanya dipengaruhi oleh
ekspektasi organisasi, tetapi juga oleh persepsi individu terhadap tanggung jawabnya dan
bagaimana peran tersebut dijalankan dalam praktik.

Teori peran, seperti yang dijelaskan oleh Biddle dan Thomas, menekankan
pentingnya harapan sosial terhadap perilaku individu dalam suatu posisi. Harapan ini
mencakup norma, wujud perilaku, serta evaluasi dan sanksi yang diterapkan untuk
memastikan peran tersebut dijalankan secara efektif. Selain itu, peran dapat dikategorikan
sebagai peran yang diharapkan (expected role), dipersepsikan (perceived role), dan
dijalankan (enacted role). Dalam konteks organisasi, peran yang efektif membutuhkan
keselarasan antara harapan sosial dan perilaku aktual. Pemahaman tentang dimensi peran
ini membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan memastikan setiap individu memenubhi
ekspektasi untuk mendukung tujuan kolektif.
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Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah unit organisasi dalam suatu negara yang memiliki
wewenang untuk mengatur dan mengelola wilayah secara otonom berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan. Konsep ini berakar dari sistem pemerintahan wilayah di
Eropa pada abad ke-11 yang berkembang menjadi unit seperti provinsi, kabupaten, dan kota.
Di Indonesia, pemerintahan daerah diatur dalam UUD 1945, terutama pada Pasal 18, 18A,
dan 18B, yang menetapkan pembagian wilayah negara berdasarkan asas otonomi untuk
mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan secara efektif [40], [41].

Asas otonomi memberikan hak kepada daerah untuk mengelola urusannya sendiri
guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Sistem ini terus mengalami
penyempurnaan, mulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 hingga UU Nomor 23 Tahun 2014,
sesuai kebutuhan zaman. Prinsip otonomi menitikberatkan pada kebebasan daerah untuk
berinovasi, dengan tetap mempertahankan koordinasi dengan pemerintah pusat, demi
menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, partisipatif, dan adil [42], [43].
Protokol dan Protokoler

Protokol adalah aturan atau tata cara yang mengatur pelaksanaan kegiatan resmi,
baik dalam lingkup kenegaraan, kedinasan, maupun masyarakat. Awalnya, istilah ini merujuk
pada dokumen formal, namun berkembang menjadi aturan yang mencakup tata tempat, tata
upacara, dan tata penghormatan sesuai jabatan atau kedudukan seseorang. Dalam konteks
modern, protokol juga melibatkan etiket diplomatik dan tata cara pelaksanaan acara yang
berlandaskan norma nasional maupun internasional.

Protokol berperan memastikan kelangsungan acara berjalan sesuai aturan dan
konsep yang telah ditetapkan. Prinsip utamanya meliputi penghormatan terhadap jabatan
seseorang, lambang kehormatan negara, serta perlindungan keamanan dalam acara resmi.
Dalam tugasnya, protokoler bertanggung jawab menciptakan suasana yang tertib, khidmat,
dan terorganisasi untuk mendukung keberhasilan acara serta menjaga kepentingan pejabat
dan masyarakat.

Protokoler memiliki lima dimensi utama: dokumen persetujuan internasional,
perlakuan terhadap lambang negara, hak dan kekebalan diplomatik, penyelenggaraan acara,
dan figur protokoler. Keberadaan protokoler sangat penting dalam lembaga atau perusahaan
karena berkontribusi pada terciptanya tata pergaulan yang harmonis, acara yang
terorganisasi, dan suasana yang mendukung keberhasilan kegiatan resmi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta perilaku yang dapat diamati. Metode ini dipilih
karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap peran dan faktor yang
memengaruhi kinerja Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Penelitian dilakukan di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe. Fokus penelitian meliputi pelaksanaan peran bagian protokol
dan faktor determinan seperti kompetensi aparatur, jumlah sumber daya manusia, fasilitas
penunjang, serta anggaran keuangan. Peneliti mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor
tersebut memengaruhi kinerja protokol dalam melaksanakan tugas.
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Instrumen utama penelitian adalah peneliti itu sendiri, dibantu dengan pedoman
wawancara, catatan lapangan, rekaman audio, dan dokumen. Data dikumpulkan melalui
wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi terkait kegiatan protokoler
untuk memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang fokus penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian, dan
penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh direduksi untuk memilih hal-hal penting,
kemudian disajikan agar mudah dipahami, dan akhirnya diverifikasi untuk menghasilkan
kesimpulan yang valid dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Keabsahan data diuji melalui kriteria kredibilitas, keteralihan, ketergantungan, dan
konfirmabilitas. Teknik seperti triangulasi data, peer debriefing, dan verifikasi terus-
menerus digunakan untuk memastikan hasil penelitian yang valid, andal, dan objektif. Hal ini
memastikan bahwa data dan kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Tabel Temuan Subfokus Kompetensi Aparatur

Fokus: Peran Bagian Protokol dan komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sangihe
Subfokus I Temuan
1. Terdapat Standar Kompetensi yang harus dimiliki seorang
Protokoler
2. Standar Komptensi yang belum maksimal
Kompetensi 3.Kurangnya pemahaman ASN terkait standar Kompetensi
Aparatur seorang Protokoler
4.Belum ada pelatihan terkait Standar Kompetensi seorang
Protokoler

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2024

Tabel 2. Temuan Subfokus Jumlah SDM Aparatur
Fokus: Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinsn Setda Kabupaten Sangihe
Subfokus II Temuan
1. Kurangnya SDM Aparatur di Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan

Jumlah Sumber Daya 2. Belum optimalnya pelaksanaan Kegiatan di
Manusia Aparatur karenakan Kurangnya SDM Aparatur
3. Belum ada Solusi terkait dengan kurangnya SDM
Aparatur

4, Kurangnnya anggaran untuk perencanaan
kebutuhan pegawai
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2024
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Tabel 2. Tabel Temuan Subfokus Fasilitas Penunjang
Fokus: Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda kabupaten Sangihe
Subfokus III Temuan
1. Fasilitas Penunjang Belum memadai
2. Anggaran untuk Fasilitas penunjang yang belum menjadi
Fasilitas Penunjang prioritas
3. Efisiensi kerja yang terganggu
4. Kurangnya Perhatian Pimpinan terhadap fasilitas
penunjang
Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2024

Kompetensi Aparatur

Pelaksanaan pemenuhan standar kompetensi aparatur di Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan belum optimal karena banyak petugas protokoler yang tidak
memahami standar tersebut. Selama ini, petugas hanya mendapatkan informasi secara
spontan dari pejabat yang menghadiri acara, tanpa adanya pelatihan atau bimbingan teknis
yang terstruktur. Kurangnya perhatian terhadap pengembangan kompetensi ini
menyebabkan kinerja protokoler menjadi kurang efektif dan tidak sesuai dengan standar
yang seharusnya.

Pengembangan standar kompetensi aparatur perlu ditingkatkan melalui program
pelatihan teknis dan soft skills agar semua petugas protokoler memiliki persepsi yang sama
terkait aturan dan tata acara kegiatan. Sistem mentoring juga perlu diterapkan untuk
membantu aparatur baru lebih cepat beradaptasi dan mengembangkan kompetensinya.
Dengan langkah ini, kualitas kinerja protokoler dapat ditingkatkan, sehingga mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi bagian protokol secara optimal.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Sangihe Nomor 33 Tahun 2019, tugas
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memegang peran penting dalam mendukung
kinerja pemerintah. Standar kompetensi aparatur menjadi elemen kunci dalam
keprotokoleran, karena tugas ini menyangkut penghormatan dan tata acara kegiatan resmi.
Tanpa kompetensi yang memadai, pelaksanaan tugas protokoler dapat terganggu, sehingga
diperlukan perhatian lebih untuk meningkatkan kualitas aparatur yang bertugas.

Jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah sumber daya manusia aparatur di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
belum memadai, mengakibatkan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang efektif. Kekurangan
personil terutama terasa saat ada beberapa acara pimpinan yang berlangsung bersamaan.
Beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah petugas protokol yang ada, sehingga
kinerja protokoler tidak optimal dalam memberikan pelayanan.

Untuk mengatasi kekurangan SDM, diperlukan perencanaan matang sebelum acara
dimulai, termasuk menentukan kebutuhan jumlah petugas protokol yang sesuai dengan
beban kerja. Evaluasi kinerja berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan
meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, proses rekrutmen harus dilakukan berdasarkan
analisis jabatan dan beban kerja, seperti diamanatkan dalam Peraturan BKN Nomor 9 Tahun
2022.

Prinsip Pareto 80/20 dapat diterapkan untuk menganalisis tugas dan menentukan
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jumlah pegawai yang optimal. Dengan menggunakan metode analisis yang tepat, Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat menyusun formasi pegawai yang lebih efisien.
Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan formasi sesuai dengan beban kerja
dan tugas yang harus diemban, sehingga mendukung pencapaian tujuan organisasi secara
maksimal.

Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sangat penting
untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pimpinan sekaligus menciptakan citra positif bagi
organisasi. Namun, hasil penelitian dan wawancara menunjukkan bahwa fasilitas yang
tersedia saat ini belum memadai, sehingga berdampak negatif pada kinerja individu, tim, dan
organisasi secara keseluruhan.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan perlu lebih bijak dalam memanfaatkan
fasilitas yang ada, mengidentifikasi kebutuhan secara spesifik, memprioritaskan kebutuhan
berdasarkan urgensi, dan melakukan evaluasi berkala. Langkah ini penting untuk
memastikan fasilitas yang disediakan berfungsi optimal dan mampu memenuhi kebutuhan
yang terus berkembang.

Merujuk pada Peraturan Bupati Kabupaten Sangihe Nomor 33 Tahun 2019, tugas dan
fungsi Bagian Protokol mencakup penyiapan kebijakan, koordinasi, dan evaluasi
pelaksanaan tugas di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi. Untuk
menjalankan tugas tersebut secara optimal, fasilitas penunjang yang memadai menjadi hal
yang mutlak diperlukan agar kegiatan pimpinan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.
Faktor Determinan Peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Skeretariat
Daerah Kabupaten Sangihe

Faktor determinan adalah penyebab utama yang secara langsung memengaruhi
terjadinya suatu kondisi atau perilaku, baik yang bersifat internal (organistik) maupun
eksternal (lingkungan). Dalam penelitian ini, faktor determinan yang memengaruhi peran
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sangihe meliputi
pemenuhan standar kompetensi aparatur, jumlah sumber daya manusia, dan fasilitas
penunjang. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memiliki dampak langsung terhadap
efektivitas pelaksanaan tugas bagian protokol dalam memberikan pelayanan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan standar kompetensi
aparatur belum optimal karena tidak semua petugas protokoler memiliki pemahaman yang
memadai terkait tugas dan tanggung jawab mereka. Selain itu, jumlah SDM aparatur di bagian
protokol juga belum ideal, sehingga sering kali petugas kewalahan ketika harus menangani
dua atau lebih acara secara bersamaan. Kekurangan jumlah personil ini berdampak pada
terganggunya pelaksanaan tugas, mengakibatkan hasil yang tidak maksimal dalam
mendukung kegiatan pimpinan.

Fasilitas penunjang yang kurang memadai menjadi kendala tambahan yang
memengaruhi peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Dengan fasilitas yang belum
optimal, pelayanan terhadap pimpinan dan pelaksanaan tugas resmi tidak dapat dilakukan
secara maksimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan perhatian khusus dalam menyediakan
fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kompetensi aparatur melalui
pelatihan, dan menambah jumlah SDM agar peran protokoler dapat dijalankan dengan lebih
efektif dan efisien.
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KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan standar kompetensi aparatur di
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan belum terlaksana dengan baik. Banyak petugas
protokoler yang tidak memahami standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan
tugas mereka. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis, pengembangan soft
skills, dan penerapan sistem mentoring menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan
profesionalisme dan kinerja petugas. Selain itu, jumlah petugas protokoler yang ada saat ini
tidak mencukupi kebutuhan, terutama ketika beberapa acara berlangsung secara bersamaan.
Kekurangan ini menyebabkan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif dan menghambat
kinerja keseluruhan tim.

Kekurangan jumlah SDM aparatur di bagian protokoler merupakan kendala utama
yang mengganggu kelancaran tugas. Perencanaan jumlah petugas yang lebih matang,
berbasis pada analisis jabatan dan beban kerja, diperlukan untuk mengatasi permasalahan
ini. Di sisi lain, fasilitas penunjang yang belum memadai turut menjadi penghambat dalam
memberikan pelayanan optimal. Fasilitas yang tidak mencukupi berdampak pada rendahnya
efektivitas kerja dan citra institusi, sehingga perlu ada evaluasi dan pengelolaan fasilitas yang
lebih baik.

Pemerintah daerah disarankan untuk melakukan pelatihan teknis dan pengembangan
soft skills bagi petugas protokoler secara berkala. Pelatihan ini harus mencakup peningkatan
kemampuan komunikasi, manajemen waktu, dan koordinasi antar instansi. Selain itu, sistem
mentoring perlu diterapkan untuk membantu petugas baru dalam beradaptasi dengan tugas
mereka. Penambahan jumlah SDM melalui proses rekrutmen yang berbasis pada hasil
analisis kebutuhan juga harus menjadi prioritas, dengan memastikan bahwa kualifikasi calon
petugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Untuk mendukung kelancaran tugas, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas
fasilitas penunjang di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Evaluasi berkala terhadap
fasilitas yang ada harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua alat dan sarana berfungsi
dengan optimal. Pengelolaan anggaran juga harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan
fasilitas yang paling mendesak. Dengan langkah-langkah ini, kinerja Bagian Protokol dan
Komunikasi Pimpinan dapat ditingkatkan secara sistematis dan terencana, sehingga
mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat daerah sesuai dengan
Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 33 Tahun 2019.
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